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PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG
LARANGAN USAHA PETERNAKAN HEWAN BERKAKI EMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang :a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilavah Kota Medan 2011-203] (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12), maka
kawasan untuk kegiatan wusaha peternakan hewan
berkaki empat tidak dibenarkan di wilayah Kota Medan;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan

Berkaki Empat;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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76 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005):

Perdturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447),;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il Karo, Kecamatan
Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Ujung Padang Di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan
Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan
Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan
Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera
Utara  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 67);
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Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang
Belas) Kecamatan Di Wilayah

Pembentukan 18 (Delapan . :
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Il Simalungun,
Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli
Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah K:::tamad}ra
Tingkat I Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan
(RTRW) Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012
tentang Sistem Kesechatan Kota Medan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LARANGAN
PETERNAKAN HEWAN BERKAKI EMPAT., -7

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
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Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Medan.

" Walikota adalah Walikota Medan.

Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan.

Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota

Medan.
Orang adalah orang perorangan atau kelompok orang.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pengawasan adalah serangkaian tindakan pejabat berwenang untuk
menegakan peraturan perundang-undangan,

Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan
sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil
ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Ternak berkaki empat adalah ternak yang mempunyai jumlah kald 4
(empat), seperti kambing/domba, babi, sapi/lembu, kerbau, kuda,

- kelinei, dan rusa.

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya
fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin
peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan,

pemasaran, dan pengusahaannya,

Usaha peternakan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan di
bidang ternalk kaki empat.

Peternak adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau
korporasi yang melakukan usaha peternakan.

Perusahaan peternakan adalah orang persecrangan atau korporasi,
baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan
hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan
dengan kriteria skala tertentu.

Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian
kesakitan /kematian yang bermakna secara epidermiologis pada suatu
daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang

dapat menjurus pada terjadinya wabah.

ST



16, Zoonosis adalelh penyakit yang dapat menular dari hewan kepada
manusia atau sebaliknya.

BAB I
' LARANGAN USAHA PETERNAKAN HEWAN BERKAKI EMPAT

Pasal 2

(1) Pemerintah daerah menetapkan larangan usaha peternakan hewan

berkaki empat.
kaki empat sebagaimana
2) Larangan usaha peternakan hewan ber
: dimaksud pada ayat (1) adalah larangan usaha peternakan hewan
‘berkaki empat di seluruh wilayah daerah.

BAB Il
PENGAWASAN

Pasal 3

(1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
larangan usaha peternakan hewan berkaki empat.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh instansi
yvang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penegakan peraturan
perundang-undangan daerah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam
upaya mengarahkan untuk mematuhi larangan dalam Peraturan

Walikota ini.
(4) Petugas pengawasan berwenang untuk:

a. menegur/memperingatkan setiap orang atau badan yang
melakukan usaha peternakan hewan berkaki empat yang

melakukan pelanggaran; dan
b. meminta keterangan dan surat pernyataan dari setiap orang atau

badan yang melakukan usaha peternakan hewan berkaki empat
yang melakukan pelanggaran.

BAB 1V
SANKSI

Pasal 4
(1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha peternakan hewan

berkaki empat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.



(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran/peringatan secara lisan;

b. teguran tertulis; dan '
paksaan untuk meniadakan usaha peternakan hewan berkaki

C.

empatdt.
BAB V
KEJADIAN LUAR BIASA
Pasal 5
(1) Dalam hal terjadinya kejadian Luar Biasa atau Zoonosis dapat

dilakukan tindakan pengawasan di wilayah daerah.

(2) Demi untuk kepentingan umum, maka tindakan pengawasan dapat
dilakukan dengan paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf c.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota
Medan Nomor 23 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2009
Nomor 22) tentang Larangan Dan Pengawasan Usaha Peternakan Berkaki

Empat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
nnya dalam Berita Daerah Kota

Peraturan Walikota ini dengan penempata
Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Juli 2013

Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN 8



Diundangkan di Medan
pada tanggal 16 Juli 2013

SEKRETARI§ DAERAH KOTA MEDAN,

SYA |FLE§§{—£—.’1

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 54



